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BUPATI  BANYUMAS

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 20 TAHUN  2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memungut

jenis retribusi jasa usaha;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal

156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah



2

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
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4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,  Lembaga

Teknis Daerah, Satpol Peraturan Pemerintah, Lembaga Lain Kecamatan

dan Kelurahan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

12. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk

rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat
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dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna

serah dan bangun serah guna.

13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah atau perolehan lainnya yang sah.

14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan

menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas

rel.

18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

tenaga manusia dan/atau hewan.

19. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan

awak Kendaraan.

20. Penginapan/pesanggrahan/villa adalah tempat pelayanan penginapan/

pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

pemerintah daerah.

21. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan

beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai

tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba,

babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.

22. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara

maupun yang di habitatnya.

23. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya

yang terkait dengan pertanian.
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24. Ternak Betina Produktif adalah ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau

yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8

(delapan) tahun atau sapi/kerbau betina yang berdasrkan pemeriksaan

reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan atau petugas teknis yang

ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ

reproduksi normal dan masih dapat berfungsi optimal, serta bebas dari

penyakit hewan menular.

25. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging

yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan

sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem

(pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian

penyembelihannya).

26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

28. Usaha kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan pengusaha.

29. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan

olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

30. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha

Pemerintah Daerah antara lain berupa benih ikan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang


